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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pasal 272-273 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib 

menyusun Rencana Perangkat Daerah yang meliputi Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Tata cara 

penyusunan Renstra diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Strategis yang mengacu 

pada Rancangan Awal RPJMD, RPJPD 2005 – 2025, RPJMN 2014 

– 2019,  hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

Renstra 5 tahun yang lalu, masalah yang dihadapi, dan usulan 

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renstra PD 

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, 

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 

Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan 

demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. 
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Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi  

semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya 

perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar 

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara 

pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai 

upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan 

jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi 

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah 

dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu 

perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, 

misi dan arah pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM 

Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-

program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh daerah.  Sementara itu rencana pembangunan 

tahunan daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM 

Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya 
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baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Dalam rangka impelementasi pembangunan yang akan 

dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah 

terpilih secara orgasnisatoris dibantu oleh organisasi perangkat 

daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunannya. 

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala 

daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban 

untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut 

dengan Rencana Strategis.  

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk 

jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan 

fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan 

kementerian/lembaga.   

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalahbagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh 

camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang 

mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. 

Tugas kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu membantu 

Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 

dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan 

oleh Bupati. 

 

 

 

 



4 R e n S t r a  K e c .  T a m b a k  
 
 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Banyumas  Tahun 

2018 -2023 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



5 R e n S t r a  K e c .  T a m b a k  
 
 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
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Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);  

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 

2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 

4 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 
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20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten 

Banyumas;  

 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

1.3.1.Maksud 

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan 

adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi 

pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang. 

 

1.3.2.Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan di 

Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :  

1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat daerah 

Kecamatan pada periode lima tahun yang lalu. 

2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat 

Kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis 

pembangunan di tingkat kecamatan. 

3. Menyusun program dan kegiatan untuk  jangka waktu lima 

tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis 

pembangunan. 

4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kecamatan. 

5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pengendalian dan evaluasi  penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan. 
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1.3.3.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan di Kabupaten 

Banyumas adalah sebagai berikut : 

1. Bab  I  Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang 

menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan 

hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan 

tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen 

2. Bab  II  Gambaran Pelayanan Kecamatan 

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur 

Organisasi, Sumber Daya  Kecamatan, Kinerja Pelayanan, 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. 

3. Bab  III Isu – Isu Setrategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan,telaahan visi, misi, 

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

4. Bab  IV pernyataan  Tujuan, Sasaran, Strategi, dan 

kebijakan 

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang 

Tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. 

5. Bab V Rencana Program dan kegiatan indikator kinerja 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.  

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan 

kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif. 

6. Bab VI Penutup 

 

 

 

 


